PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT Toba Pulp Lestari Thk

1. Umum

1.1

1.2.

1.3.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Toba Pulp Lesiék (“Perseroan”)
adalah dibuat berdasarkan aturan-aturan dan pamaperundang-undangan di
bidang pasar modal dan peraturan perundang-undarayan berkaitan dengan
operasi perusahaan.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritsa Bauangan (OJK) Nomor
33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentangk§lirdan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkémva Direksi dan Dewan
Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikaageinggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris.

Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedowaany mengikat bagi
setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanalgast dan tanggung
jawabnya secara efektif dan sesuai dengan priasgpkelola perusahaan yang
baik.

2. Struktur, Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Dan Per syar atan K eanggotaan

2.1.

2.2.

Struktur Keanggotaan

2.1.1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tigapng anggota Dewan
Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
2.1.1.1. seorang Komisaris Utama;
2.1.1.2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih.

2.1.2. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 3@ige puluh
persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris

2.1.3. Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Ind@negan/atau
Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sqseraturan
perundang-undangan.

Masa Jabatan

2.2.1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masiaging untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak menguréiagi RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa janataberakhir
dengan menyebutkan alasannya setelah anggota D€waisaris yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela ditand rapat
tersebut.

2.2.2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan tRamag
memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bilagem@emberhentian
yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.

2.2.3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Kadmisawong,
sehingga berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, mdi&éam jangka
waktu 30 (tiga) puluh hari setelah terjadinya logan, harus diadakan
pemanggilan RUPS vyang akan diselenggarakan untukgisie
lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkiatkumenggantikan
anggota Dewan Komisaris yang jabatannya menjadbmgwkarena
sebab apapun juga adalah sisa masa jabatan dagbtan®ewan
Komisaris yang digantikannya.

2.2.4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundudkandari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertuligyenai maksud
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2.3.

2.4.

2.2.5.

2.2.6.

tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigdn)pbari sebelum

tanggal pengunduran dirinya.

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkari di

sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan

pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yangnig&rgan sampai

dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS dtesj&.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

2.2.6.1. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan AnggBesar
Perseroan,;

2.2.6.2. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;

2.2.6.3. meninggal dunia;

2.2.6.4. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Rangkap Jabatan

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabataagseb

2.3.1.1. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emitéau a
Perusahaan Publik lain; dan

2.3.1.2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (Eunaijen
atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkdyatpn sebagai

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang Ingilgaan dapat

merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisalilsgpbanyak

pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagajcaagkomite

paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaanmdna yang

bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Diegspun anggota

Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaicianaksud pada

Point di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidekentangan

dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangamyii yang

mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yarizedse dengan

ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuag geengatur lebih

ketat.

Per syaratan K eanggotaan

2.4.1.

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalabngo
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saagkai dan
selama menjabat:
2.4.1.1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2.4.1.2. cakap melakukan perbuatan hukum;
2.4.1.3.dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan aelam
menjabat:
2.4.1.3.1. tidak pernah dinyatakan pailit;
2.4.1.3.2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
2.4.1.3.3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
2.4.1.3.4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.1.3.4.1.pernah tidak menyelenggarakan RUPS
tahunan;
2.4.1.3.4.2 pertanggungjawabannya sebagai
anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris pernah tidak diterima
oleh RUPS atau pernah tidak
memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris kepada
RUPS; dan
2.4.1.3.4.3.pernah menyebabkan perusahaan yang
memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari  Otoritas  Jasa
Keuangan tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.
2.4.1.3.5. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan; dan
2.4.1.3.6. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang
yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada2Piol wajib
dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepaditen atau
Perusahaan Publik.
Selain ketentuan tersebut di atas, Komisaris Inoiédge wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2.4.3.1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiataiteEm
atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (ebalan
terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebaga
Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Puphlia
periode berikutnya;
2.4.3.2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidadslang
pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
2.4.3.3.tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emitenuata
Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi, atau pemegang saham utama Emiten ataisdtezan
Publik tersebut; dan
2.4.3.4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung matigbaia
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Erattu
Perusahaan Publik tersebut.
Komisaris Independen yang telah menjabat selanda&) periode masa
jabatan dapat diangkat kembali pada periode seta@usepanjang
Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinyapténdependen
kepada RUPS.
Pernyataan independensi Komisaris Independen wdijiimgkapkan
dalam laporan tahunan.
Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komitelit,
Komisaris Independen yang bersangkutan hanya diégagkat kembali
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pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa gathdomite Audit
berikutnya.

3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

3.1. Tugas

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya penguyilosak mengenai
Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi tn&sipada
Direksi.

Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnyangumendukung
efektifitas pelaksanaan tugas.

Pada setiap akhir tahun buku, melakukan evaluabiadep kinerja
komite-komite tersebut.

Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RU&®inan dan
RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undanganAdggaran
Dasar.

Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun atagdoireksi,
Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurusePess.

3.2. Tanggung jawab

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikaik, kehati-

hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankaastypgngawasan

dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepgentifPerseroan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggun@lpsecara pribadi

atas kerugian Perseroan apabila yang bersangketaalédh atau lalai

menjalankan tugasnya tersebut.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjzkan

sebagaimana dimaksud pada Point 3.2.2. jika dapattaktikan:

3.2.3.1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atawaleiala;

3.2.3.2.telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, fpenu
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan
Perseroan;

3.2.3.3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsuagpun
tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mibadiedn
kerugian; dan

3.2.3.4.telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.

Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untukametkan kepada

Perseroan adanya kepemilikan dan setiap perubabpemilikannya

atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam W®aiiga) hari

kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutmf@porkan oleh

Perseroan kepada OJK dan BEI. Laporan tersebutasgidkurangnya

meliputi:

3.2.4.1. Jumlah saham yang dibeli;

3.2.4.2. Harga pembelian dan penjualan per saham;

3.2.4.3. Tanggal transaksi; dan

3.2.4.4. Tujuan dari transaksi.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Komisaris Indepemgang memang

tidak diperkenankan untuk memiliki saham Persersabhagaimana

persyaratan keanggotan.

3.3. Wewenang

3.3.1.

Harus mendapatkan persetujuan Dewan komisarissagala hal dan
segala kejadian di dalam dan di luar pengadilamjaltan Direksi
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

. Waktu Kerja

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihakdeingan Perseroan,

serta menjalankan segala tindakan, baik yang mand@&pengurusan

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatagansbuntuk:

3.3.1.1. memperoleh atau memindahtangankan barang-baramad tid
bergerak atau hak atas suatu perusahaan, yangyailkirang
dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) ataset
Perseroan yang tidak termasuk segala tindakan $irek
Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPSaisesu
dengan Anggaran Dasar Perseroan;

3.3.1.2. ikut serta dalam suatu perusahaan;

3.3.1.3. menjaminkan atau menggadaikan atau dengan cara lain
membebani barang-barang tidak bergerak Perseroag ya
nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (linndulp
persen) dari asset Perseroan yang tidak termasgklase
tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapatepdgtsan
RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

3.3.1.4. meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perssetagai
penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai derg0%
(lima puluh persen) dari asset Perseroan yang tielakasuk
segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib meatdap
persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasard®erse

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja karP&rseroan

berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempaty#ng

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroameldmak memeriksa

semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, mksae dan

mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serteakbenengetahui

segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan semerdaggota

Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapmakokan

tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tedentk jangka

waktu tertentu.

4.1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukmmpuk menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bageReam.

. Rapat

5.1. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan segarkala minimal
1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersamak&irsecara
berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan

Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabiikddi mayoritas
dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan Isebéderakhirnya
tahun buku berjalan.

Panggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris Utama ®ailil Komisaris
Utama atau diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Dettamisaris.
Surat panggilan minimal 7 (tujuh) hari dan dalam h@endesak
minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengadak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggat.rap
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5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atawaldii,
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak diskaratdan Rapat
Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga darhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil Keanis Utama
atau salah seorang anggota Dewan Komisaris yang had

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakilirdaRapat Dewan
Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Korsiskinnya
berdasarkan surat kuasa.

Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan betdasausyawarah
untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufaldekt tercapai,
maka keputusan diambil berdasarkan suara terbamyadbila suara
yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua RBpatan Komisaris
yang akan menentukan.

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tanpayatzkan Rapat
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggotam&oemisaris
telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yeergangkutan dan
semua anggota Dewan Komisaris menyetujui usulsebet.

Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisdrssifat
mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi selurujgeta Dewan
Komisaris.

Prosedur lebih rinci mengenai mekanisme Rapat dagtiam Anggaran
Dasar Perseroan yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktamana
dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2)dwang anggota
Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertdhri rapat
Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegahg@m atau lebih
yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) daeiuruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah.

Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan olelahsaeorang
anggota Dewan Komisaris yang berhak mewakili Konssa
Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan lepaétiap
anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupugadesurat
tercatat dengan mendapat tanda terima yang lay&y dengan
telegram, telefax, dan facsimile yang segera dile@ya dengan surat
tercatat sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum ragatatian dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggat.rap
Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acargdagngaktu, dan
tempat rapat.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat keduditenseroan atau
tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atawaldii,
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak diskaratlan rapat Dewan
Komisaris dapat diadakan ditempat kedudukan ataerdpat kegiatan
usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya seizaga yang
ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersbbrliak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utardalam hal
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangah,mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapanastipimpin oleh
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5.2.

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.1.25.

salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dituojek Rapat

Dewan Komisaris.

Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat dim@sam rapat

Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewamid€ois

lainnya berdasarkan surat kuasa.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak menigkegutusan

yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lim&lpwypersen) dari

jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabhdir atau

diwakili dalam rapat.

Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil tsendkan

musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untulkatutidak

tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan sketrgu lebih dari

50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yangysaty dikeluarkan

dalam rapat.

Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimgparaka ketua rapat

Dewan Komisaris yang akan menentukan.

5.1.25.1Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (s&ttg antuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakainy

5.1.25.2Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukanatesgrat
suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan peianng
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisacuali
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatalasskan
suara terbanyak dari yang hadir.

5.1.25.3Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggagk tida
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada seedk
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikkara

Hasi| Rapat

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat daandatangani
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadiia sgisampaikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat da#andatangani
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggatekBliyang hadir
serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan d&oisi dan
anggota Direksi.

Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris dan/ataucaadgjreksi yang
tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Del@misaris

dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan wajimion@t pernyataan
tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untulanjséhya

dilekatkan pada risalah rapat.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan ysaly tanpa
mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketesemoa anggota
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulisige@ai usul yang
bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris emdaub

persetujuan sirkuler mengenai usul yang diajukararsetertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, meggiukekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengardaaim rapat
Dewan Komisaris.



5.2.6.

Risalah rapat dan persetujuan sirkuler wajib didogatasikan oleh
Perseroan.

6. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
6.1. Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) ae@gmkbewan Komisaris

6.1.1.

6.1.2.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaanstdga tanggung
jawabnya, Dewan Komisaris melakukan penilaian sen¢self-
assessment) atas kinerjanya, yang kemudian dasiableh Pemegang
Saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditemtus@rdasarkan
tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturannpgang-undangan
yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Regp&aham.
Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris diajukarleh Dewan
Komisaris berdasarkan fungsi Komite Nominasi danmBeerasi
Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS.

6.2. Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atagakiDewan Komisaris
sebagai berikut:

6.2.1.
6.2.2.

Hasil Self-assessment Dewan Komisaris.
Evaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

6.3. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan asses$satas kinerja Dewan
Komisaris sekurang-kurangnya terdiri atas sebagyalit:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.

Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapawan
Komisaris dengan Direksi maupun Rapat Dewan Konsisdengan
Komite.

Kontribusi dalam melakukan tugas-tugas pengawasen pgmberian
nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perseroan.

Pencapaian program kerja Komite-komite Dewan Kornssa
Pengetahuan bisnis dan identifikasi risiko bisnis.

Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaartaku,
Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakaseRem.

6.4. Pihak yang Melakukan Assessment:

6.4.1.

6.4.2.

Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi tefh&ttzerja Dewan
Komisaris adalah pemegang saham melalui mekaniddi®SRdi mana
pertimbangan penilaian tersebut diambil berdasarleporan hasil
penilaian sendiri (self-assessment) yang dilakuRenvan Komisaris
melalui Rapat-Rapat Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisarisasedkeseluruhan
dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisatsas individual
akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skemg@dnsasi dan
pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.siH&valuasi

kinerja masing- masing Anggota Dewan Komisaris sedadividual

merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pagh&gdam untuk
memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggotawdde
Komisaris yang bersangkutan.

7. Laporan Tahunan
7.1. Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan perggawgang dilakukan
selama tahun berjalan di dalam Laporan TahunareRens, yang mana akan
dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegangnsateam RUPS Tahunan
Perseroan.



